
 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSIDING PROSIDING 
“Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota” 
SEMINAR NASIONAL 

 
Universitas Andalas 
Padang, 23-24 November  2016 

ISBN : 978-602-73463-1-4 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG. 2017 

Kerjasama antara :  
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan 
Program Pascasarjana Universitas Andalas 
 

Penyunting: 
 
Rudi Febriamansyah 
Melinda Noer 
Zednita Azriani 
Hasnah 
Nuraini Budi Astuti 

Kerjasama antara :  
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan 
Program Pascasarjana Universitas Andalas 
 
 



 
 
 



 

i 
 

 
PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL 
 

 

Perencanaan  Pembangunan  Inklusif  Desa – Kota 
 

Padang,  

23-24 November  2016 

 

 

 

Kerjasama antara: 

 Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), 

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan 

Program Pascasarjana Universitas Andalas 

 

 

 

Penyunting: 

Rudi Febriamansyah 

Melinda Noer 

Zednita Azriani 

Hasnah 

Nuraini Budi Astuti 

 

 

  

Program Pascasarjana Universitas Andalas 

Padang 

 2017 

 

 



 

ii 
 

 
PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL 

Perencanaan  Pembangunan  Inklusif  Desa – Kota 

 

Padang 

23-24 November  2016 

 

 

Penyunting: 

Rudi Febriamansyah 

Melinda Noer 

Zednita Azriani 

Hasnah 

Nuraini Budi Astuti 

 

 

Pelaksana Teknis: 

Siska Handayani 

Anugrah Sri Widiasyih 

Eki Amnur Hadi 

Cut Mutiani 

 

 

Desain Cover : 

Siska Handayani 

Gambar pada cover disumbangkan oleh Nurul Surya dan Anggun Putri Ayu  

 

Diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2017 

Oleh Program Pascasarjana Universitas Andalas  

Limau Manis, Padang, Sumatra Barat 

Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id  

 

 

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Rudi Febriamansyah, dkk. 

 

Prosiding Seminar Nasional  

Perencanaan  Pembangunan  Inklusif  Desa – Kota 

 

Penyunting : Rudi Febriamansyah, Melinda Noer, Zednita Azriani, Hasnah, Nuraini Budi Astuti. 

Program Pascasarjana Universitas Andalas: Padang. 2017 

 

828 hlm +xvi: 21 x 29,2 cm 

ISBN : 978-602-73463-1-4 



iii 
 

KATA PENGANTAR  

KETUA ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA (ASPI) 

 

 
  Selamat dan terima kasih kepada Program Pascasarjana, Universitas Andalas, yang telah  

berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional dengan sukses. Setiap tahun Asosiasi Sekolah  

Perencanaan Indonesia (ASPI) menyelenggarakan seminar nasional dengan bekerjasama dengan 

universitas dan beberapa pihak terkait.  pada November 2016, seminar nasional telah berhasil  

diselenggarakan dengan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas sebagai tuan rumah dan 

Perhepi. 

 

Tema Seminar tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota sangat tepat dipilih. Pembangunan 

desa-kota perlu dilihat secara terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dan kebijakan. Walaupun 

inklusifitas pembangunan desa-kota bukan tema yang baru dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, tetapi isu 

tersebut sangat relevan untuk  dibahas. Ketimpangan wilayah -  yang salah satu contohnya - dalam bentuk ketimpangan 

desa kota merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang 

berarti. 

Topik yang dibahas dalam seminar nasional ini cukup luas yang menggambarkan pembangunan desa-kota 

yang semakin kompleks. Selain pendekatan sektoral yang tetap digunakan  dalam analisis, seperti sektor pertanian dan 

pariwisata, pendekatan aktor dan jaringan antar aktor digunakan pula dalam melihat perkembangan desa-kota. Hal ini 

menunjukkan cakupan minat dosen dan mahasiswa yang terus meluas dalam mengkaji relasi desa-kota. 

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia telah dan akan terus menggelar seminar nasional tiap tahun sebagai 

media komunikasi dan pembelajaran kolektif mahasiswa dan dosen yang berminat pada kajian kota dan wilayah. 

Seminar ini juga menjadi media untuk mendorong knowledge production sehingga dunia perguruan tinggi di Indonesia 

dapat berkontribusi secara lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Implikasi kebijakan yang 

terdapat dalam banyak paper pada seminar ini juga dapat membantu perumusan kebijakan perencanaan dan 

pembangunan kota dan wilayah di Indonesia.  

Terima kasih saya sampaikan pada Universitas Andalas, khususnya Program Pascasarjana, Panitia Seminar, 

PERHEPI, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara Seminar 

Nasional ini. 

 
 

 
Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., PhD 
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KATA PENGANTAR 
KETUA UMUM PERHEPI 

 
 

Pertama sekali, kami ucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Pengurus PERHEPI 
Komda Padang atas keberhasilannya menyelenggarakan satu event Seminar Nasional yang 
dikerjasamakan dengan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan Program 
Pascasarjana Universitas Andalas. Seminar Nasional yang mengambil tema Perencanaan 

Pembangunan Inklusif Desa-Kota ini memang juga telah menjadi perhatian besar bagi para 
akademisi pembangunan pertanian, baik dari aspek ilmu ekonomi pertanian maupun aspek ilmu 
lainnya. Selama ini memang sama kita sadari bahwa model pembangunan desa ( rural 
development) dan pembangunan kota (urban development) telah terlalu dibuat demikian 
eksklusif masing-masingnya. Pembangunan desa sering lebih dikonotasikan dengan 

pembangunan pertanian di perdesaan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan baik di domestik perdesaan sendiri 
maupun kebutuhan ekspor ke perkotaan. Konteks eksklusif dari model pembangunan seperti ini pada akhirnya membuat 
semakin besarnya jurang perbedaan antara desa dan kota, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah urbanisasi 
atau berpindahnya penduduk desa ke perkotaan pada akhirnya telah menjadi persoalan besar dari ketidakterpaduan 
model pembangunan seperti ini.  

Pertemuan antara para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian dan para akademisi dari sekolah 
perencanaan pembangunan dalam Seminar Nasional ini merupakan satu bentuk sinergi yang sangat baik dan perlu 
dikembangkan lebih jauh lagi dalam usaha menjawab berbagai permasalahan tersebut. Seminar Nasional yang telah 
menghadirkan lebih dari 150 orang peserta serta mengkompilasi lebih dari 90 buah makalah penelitian dengan berbagai 
tema terkait dengan perencanaan pembangunan desa-kota dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari masalah 
sumberdaya alam, pariwisata, produksi dan pemasaran produk pertanian dan lainnya, diharapkan dapat bermanfaat 
bagi para pengambil kebijakan maupun untuk penelitian lebih lanjut.  

PERHEPI sebagai satu perhimpunan bagi para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian di 
Indonesia akan terus mendukung upaya-upaya penyebarluasan hasil kajian dan hasil pemikiran dari para anggotanya 
dalam berbagai bentuk forum ilmiah, baik yang diselenggarakan secara khusus dalam lingkungan PERHEPI sendiri 
maupun berbentuk kerjasama dengan organisasi profesi lainnya yang mempunyai visi dan misi yang searah dalam 
upaya menjawab berbagai masalah pembangunan pada umumnya atau masalah pembangunan pertanian pada 
khususnya. 

Akhir kata, kami, Pengurus Pusat PERHEPI,  sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 
telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Seminar Nasional ini, terutama rekan-rekan ASPI, Program 
Pascasarjana Universitas Andalas, serta Pengurus PERHEPI Komda Padang.  Terimakasih yang sebesar -besarnya 
juga kami sampaikan kepada, Pimpinan Universitas Andalas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta kepada 

seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.  
 

 

 

Dr. Bayu Krisnamurthi 
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TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA-KOTA: 
CATATAN DARI PENYUNTING  

 
 

Hingga saat ini, permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih 

berkutat disekitar masalah yang dilematik antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tinggi, diatas 5% per tahunnya, sementara walau memang menurut catatan 
BPS tahun 2017 penurunan kemiskinan telah cukup besar (sekitar 2,5 jt orang per tahun), jumlah penduduk miskin (baik 
di perkotaaan maupun perdesaan) ternyata juga masih cukup besar, sebanyak  27.76 juta orang. Sejogyanya 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengatasi masalah kesenjangan pendapatan antar penduduk. Data terakhir 
dari BPS mencatat bahwa selama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat 
kesenjangan, dengan ditandai oleh menurunnya Gini ratio sebesar 0.01 poin. 

Diskursus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antara desa dan kota juga telah menjadi sorotan bagi para 
pengamat pembangunan. Sehingga dalam satu dekade terakhir ini, konsepsi pembangunan di Indonesia juga mulai 
diarahkan kepada konsepsi pembangunan yang inklusif, yang dapat mengangkat taraf hidup orang-orang ataupun 
wilayah yang selama ini relatif tertinggalkan. Sejumlah strategi dan pendekatan telah banyak dilakukan baik pada tingkat 
mikro dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan sosial dan perlindungan lainnya, maupun 
dukungan kebijakan makro yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan, pertanian, ataupun sektor hulu 
lainnya yang berintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan sektor hilirnya.  

Seminar Nasional ini telah berupaya mengangkat permasalahan kesenjangan ekonomi dalam pembangunan 
desa dan kota selama ini, dengan mengajak peneliti dari berbagai aspek bidang ilmu; sosial, ekonomi, sain dan 
teknologi untuk bersama menemukan pokok-pokok pemikiran dalam membangun desa dan kota secara inklusif dan 
terintegrasi. Lebih dari 90 makalah yang tercakup dalam 6 tema utama telah dibahas dalam seminar ini, termasuk juga 
makalah dari para pembicara panel. Pembahasan makalah mencakup kajian terhadap aspek perencana an 
pembangunan dalam arti luas, mulai dari kajian terhadap perencanaan program pembangunan itu sendiri maupun kajian 
atau evaluasi dari implementasi ataupun dampak dari proses pembangunannya.  

Konsep-konsep dasar pemikiran tentang perencanaan pembangunan telah digarisbawahi oleh para pembicara 
panel yang diundang dalam Seminar ini. Secara umum panelis menyoroti bahwa paradigma pembangunan inklusif 
harus dijadikan pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program-program pembangunan di perdesaan dan 
perkotaan. Berbagai pengalaman panelis di wilayah studinya masing-masing telah mengungkapkan fakta empirik bahwa 
perencanaan pembangunan yang lebih mengikutsertakan peran pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan akan 
menghasilkan pembangunan yang lebih baik.  

Sementara dari sejumlah makalah yang tercakup dalam 6 (enam) tema utama seminar ini, secara umum dapat 
diberi catatan sebagai berikut:  

 
Tema A: Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Industri Kreatif  
 

Sebanyak 19 (sembilan belas) makalah yang telah dibahas dalam tema ini, pada umumnya mengungkap 
berbagai fakta empirik tentang berbagai potensi ekonomi lokal terutama di wilayah perdesaan yang tentu saja menjadi 
produk konsumsi masyarakat perkotaan, seperti objek kawasan wisata baru, industri-industri pengolahan hasil pertanian 
dan kerajinan lokal, bahkan karya-karya seni masyarakat perdesaan.  

Sejumlah model pendekatan perencanaan pengembangan kawasan wisata telah diungkap oleh para 
penulisnya, mulai dengan konsepsi kajian SWOT, pemanfaatan analisa spatial serta juga pelibatan partisipasi 
masyarakat. Secara umum, para peneliti pada dasarnya melihat bahwa peran serta masyarakat lokal menjadi faktor 
utama yang harus diperhatikan dalam setiap langkah kegiatan pengembangan di sektor ini, terutama sekali dimulai 
dalam tahap kegiatan perencanaan pengembangan itu sendiri. Sementara peran pihak luar, terutama pemerintah 
diharapkan dapat memfasilitasi pemikiran dan kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal ini, baik yang bersifat fisik 
maupun non-fisik. 
 
Tema B: Perencanaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan  
 

Lahan  merupakan faktor utama dan bagian terpenting dari pengembangan  pembangunan pertanian.  
Perencanaan dan pengembangan lahan sangat diperlukan karena keterbatasan sumberdaya lahan serta semakin 
besarnya kepentingan penggunaan lahan, tidak hanya bagi aktivitas  pertanian tetapi  juga aktivitas-aktivitas ekonomi 
lainnya di luar sektor pertanian. Pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan b anyak lahan pertanian yang 
harus beralih fungsi menjadi non-pertanian.  Aspek-aspek perencanaan dan   pengembangan lahan yang berkelanjutan 
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perlu dipikirkan dan dikaji lebih mendalam, untuk mendapatkan kesesuaian penggunaan lahan dengan tujuan 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan.  
Dari sepuluh makalah dalam tema ini, pembahasan makalahnya mencakup masalah upaya pemanfaatan lahan 

dan analisis  kebutuhan lahan pertanian, diversifikasi penggunaan lahan serta konservasi lahan, sumberdaya manusia 
dan kesiapan masyarakat dalam penggunaan lahan, bencana alam yang berhubungan dengan penggunaan lahan, serta 
perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang dikaitkan dengan pengembangan agroindustri. Dari berbagai 
topik dari makalah-makalah tersebut, sebagian besar telah menyinggung tentang perencanaan dan  pengembangan 
lahan pertanian berkelanjutan, namun upaya konkrit yang berhubungan dengan keberlanjutan tersebut belum terlalu 
dibahas. Masalah  kesesuai penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah belum banyak disinggung dalam 
makalah yang ada.  

Beberapa point penting yang mungkin masih perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan topik ini antara lain: 
pemetaan lahan pertanian yang berkelanjutan antar daerah, kajian evaluasi dan efektifitas kebijakan pengem bangan 
lahan yang ada dihubungkan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Perencanaan dan pengembangan 
lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pembiayaan yang berhubungan dengan pengembangan lahan pertanian 
yang berkelanjutan, serta berbagai topic yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang 
berkelanjutan. 
 
Tema C: Perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman  
 

Perkembangan kota di pinggiran pantai berpengaruh sangat besar terhadap kawasan pesisir dan kemaritiman, 
terutama terjadinya modifikasi dan rusaknya ekosistim pantai dan kemaritiman. Hal lain bahwa adanya kecenderungan 
tingkat perekonomian masyarakat pesisir yang masih rendah dan rendahnya sumberdaya manusia di kawasan ini, 
dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kondisi fisik kawasan pesisir. Perhatian khusus dalam perencanaan 
dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman dari semua pihak sangat dibutuhkan agar tercipta pembangunan 
yang mampu menjaga kelestarian alam pesisir secara berkelanjutan. 

Makalah yang dipresentasikan dalam tema ini mencakup beberapa kajian seperti, kajian daya dukung lahan di 
kawasan pesisir, kajian pengembangan konsepsi agribisnis minapolitan, kajian pola penggunaan lahan di kawasan 
pesisir, serta kajian place-based management yang bersifat eco-region dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir. Dari 

kajian-kajian tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak sisi kajian empirik tentang pengelolaan lahan di kawasan pesisir 
yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan lokal. 
 
Tema D: Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan  
 

Masalah degradasi sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan telah menjadi sorotan para pemakalah 
seminar ini, terutama yang berkaitan dengan masalah sumberdaya lahan pertanian, ben cana alam, longsor, serta 
masalah lingkungan perumahan dan pemukiman. Walaupun dalam setiap aspek pembangunan selalu ada kajian 
AMDAL-nya, tetapi pada kenyataannya masih banyak fakta empirik dari kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun 
pengembangan wilayah yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungn dan keberlanjutan sumberdaya alam 
yang ada di wilayah tersebut.  

Para penulis makalah dalam tema ini pada umumnya telah mengekspos perkembangan baru dalam 
pengembangan wilayah dimana keterlibatan masyarakat lokal telah dijadikan  faktor penting dalam setiap perencanaan 
pembangunan. Sisi inklusif dalam pelibatan masyarakat yang selama ini terpinggirkan telah mulai banyak dikembangkan 
di berbagai aspek pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan l ingkungan, seperti yang telah 
disampaikan oleh banyak pemakalah antara lain dalam pengelolaan sampah, pengembangan kawasan wisata, 
pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan lainnya.  
Tema  E: Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 
 

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi pembinaan dan 
penyelenggaraan perumahan, pembinaan dan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, 
pencegahan penurunan kualitas dan upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terkait dengan 
itu, perencanaan perumahan dan kawasan permukiman tidak bisa terlepas dari persoalan penyediaan tanah (lahan), 
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta keterlibatan peran masyarakat berdasarkan sosial budayanya. Perumahan 
dan kawasan permukiman direncanakan dan diselenggarakan guna mendapat kepastian hukum, mendukung penataan 
ruang dan pengembangan wilayah, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam berwawasan lingkungan, 
memberdayakan pemangku kepentingan (stakeholders), menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta 

menjamin mutu rumah agar layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yangsehat, aman, serasi, teratur, terpadu dan 
berkelanjutan.  
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Para penulis makalah yang dipresentasikan dalam tema ini telah menyajikan beberapa pemikiran, hasil studi 

literatur dan penelitian, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan terkait perumahan dan 
permukiman yang diimplementasi di daerah, baik di wilayah perkotaan atau perdesaan, terutama pada era 
desentralisasi. Diskusi yang menarik diantaranya adalah ketika kebijakan dan program pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman ternyata belum maksimal memenuhi unsur pemberdayaan stakeholders dan pelibatan 
masyarakat dalam hal meningkatkan kesadaran penggunaan sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan. 
Sejauh mana kebijakan pembangunan perumahan dengan pola vertikal karena keterbatasan jumlah lahan 
perumahan,sesungguhnya telah menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur 
dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah 
juga telah membangun perumahan dan kawasan permukiman baru, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Beberapa 
kasus pembangunan perumahan dan permukiman di kota besar dan menengah yang berdampak pada terbentuknya 
kawasan kumuh, telah memberikan pembelajaran bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan perumahan dan 
kawasan permukiman memerlukan pelibatan masyarakat sejak perencanaan awalnya.  

Selain itu, kelembagaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu direvitalisasi melalui 
pemberdayaan struktur lembaga dan stakeholders, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi dan 
kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak berakibat kepada penurunan kenyamaan dan kualitas hidup 
penghuni kawasan. Peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang wilayah diimplementasi melalui proses perizinan 
mendirikan bangunan, membangun perumahan dan kawasan permukiman yang melibatkan lintas sektor dan organisasi 
/ unit pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal itu tentu saja perlu dimulai dengan menata ruang 
wilayah, yang mencakup merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan ruang wilayah di tingkat pusat, daerah dan 
lokaldengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Tema ini juga mendiskusikan beberapa persoalan pembangunan sebagai dampak dari pembangunan kawasan 
komersial di lingkungan perguruan tinggi negeri yang berstatus kampus pemerintah, pertumbuhan perumahan dan 
kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana, serta evaluasi program bedah rumah untuk MBR. Selain 
itu, juga dibahas tentang konsepgreen development sebagai solusi permasalahan perkotaan untuk mengurangi dampak 
negatif pembangunan terhadap lingkungan melalui keterpaduan strategi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan 
pembangunan sosial yang melibatkan semuaaktor kunci pembangunan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan 
perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang ideal, diperlukan koordinasi yang baik dan 

terpelihara dalam paradigma perencanaan partisipatif berbasis rasionalitas komunikatif (communicative rationality)agar 
tercapai pemahaman yang sama antarpelaku dan aktor kunci pembangunan, yang terdiri dari unsur pemerintah, 
masyarakat, serta pelaku bisnis.  

Sesuai tema pokok seminar nasional “Perencanaan dan Pembangunan Inklusif Desa–Kota”, makalah dan 
diskusi dalam sub tema “Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman ” telah mampu mengisi dengan 
beberapa pemikiran dan solusi terkait sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk keberlanjutan perumahan dan 
kawasan permukiman di desa dan kota. UU RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
mengatur bahwa perencanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana 
pembangunan tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan 
perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Oleh 
sebab itu perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman selalu mengikuti dinamika penghuninya.  
 
Tema F: Kemiskinan dan Ketimpangan  
 

Dari makalah yang dikelompok kedalam Tema F ini tidak semua berkaitan dengan isu kemiskinan dan 
ketimpangan.  Sebagaian besar makalah lebih berkaitan dengan isu pembangunan wilayah. Kajian kemiskinan 
berdasarkan artikel yang masuk didapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan disuatu wilayah 
yaitu, (a) pembangunan infrastruktur, (b) pendapatan regional, dan (c) Jumlah penduduk 

Satu makalah secara khusus membahas tentang kerangka penetapan rumah tangga Miskin oleh BPS, yang 
selama ini belum memasukkan varibel ekonomi dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara 
beberapa yang lainnya mengkaji beberapa masalah seperti masalah waktu luang dalam rumah tangga, karakterisasi 
kemiskinan berdasar kawasan, kajian ketimpangan yang berkaitan dengan indikator demokrasi di seluruh provinsi di 
Indonesia, serta kajian hubungan antara kemiskinan dengan ketahanan pangan. Apabila diperhatikan lebih lanjut, 
sejauh ini kajian mengenai ketimpangan belum memasukan bahasan mengenai pengaruh sektor industri, jasa dan 
perdagangan dalam melihat ketimpangan antar wilayah.  

Sebagai penutup, seluruh makalah, baik dari panelis dan juga seluruh tema yang telah dikompilasi dalam buku 
proseeding ini, setidaknya telah menghasilkan dua hal pokok yang sangat berarti bagi pengembangan praktis dan 

konseptual lebih lanjut, yang menjadi tantangan ilmu perencanaan dalam pembangunan khususnya. Secara konseptual, 
pembangunan inklusif setidaknya menuntut pendekatan yang lebih humanistik, yang secara khusus harus lebih dapat 
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mentransformasi manusia dan masyarakat lebih awal sebelum adanya perubahan atau transformasi fisikal yang justru 

akan merubah kondisi masyarakat ke arah yang tidak diharapkan. Untuk itu, konsepsi ilmu perencanaan ke depan 
semakin membutuhkan keterpaduan keilmuan yang lebih komprehensif, terutama dengan bidang ilmu sosial dan 
kemasyarakatan. Secara praktis, kerangka-kerangka metodologi dan pendekatan praktis yang biasa dipakai dalam ilmu-
ilmu sosial dan kemasyarakatan harus semakin dapat dipadukan dengan model-model teknis perencanaan yang saat ini 
juga sedang berkembang. Sejumlah makalah telah mulai mengekspor kerangka praktis ini, namun masih harus terus 
dapat disempurnakan dan dikembangkan. Selanjutnya, pada sisi yang lain, seminar ini juga mencoba menggiring 
pemikiran bahwa konteks pembangunan desa dan kota, tidak lagi harus dilihat secara terp isah, tetapi harus dilihat 
keterpaduannya untuk dapat berkembang dan bertransformasi bersama.  

Akhir kata, kami sangat berterimakasih sekali kepada seluruh panelis dan pemakalah Seminar Nasional ini 
yang telah melengkapi dan menyempurnakan seluruh makalahnya sesuai dengan format penerbitan proseeding ini. 
Semoga seluruh hasil karya dan pemikiran yang telah dituangkan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 
para akademisi, birokrat dan praktisi perencanaan dan pembangunan di Indonesia pada umumnya.  
 
 

Padang, Juni 2017 
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ABSTRAK 

 
Salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia 

dilakukan dengan pemerataan pemanfaatan teknologi pada beberapa daerah melalui pengembangan science 
park dan technopark sebagaimana tertuang pada RPJMN tahun 2015-2019. Technopark berfungsi sebagai 
center of excellence yang melibatkan kerjasama dunia usaha, pemerintah, lembaga penelitian maupun 
perguruan tinggi, yang akan mempercepat industrialisasi. Selain menjadi motor penggerak ekonomi, kawasan 
technopark menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekitarnya,  dan sebagai pendorong daya saing komoditas 
unggulan daerah. Manajemen inovasi technopark berkorelasi kuat dengan pengembangan regional.  Fenomena 
technopolis secara inherent mendorong penguatan ekonomi berbasis teknologi sekitar kawasan technopark dan 
sekaligus menghela kawasan yang semula perdesaan menjadi kawasan perkotaan. Isyu strategisnya adalah 
bagaimana proses transformasi technopark-technopolis. Sementara itu, tak dapat dipungkiri bahwa integrasi 
antara strategi manajemen inovasi dengan pengembangan kawasan technopark secara konseptual dan 
implementasinya menjadi kebutuhan. Oleh karenanya, perlu upaya merumuskan masterplan technopark menuju 
technopolis yang mensinergikan kepentingan industrialisasi, ekonomi wilayah, dan keterkaitan desa kota. Tulisan 
ini diturunkan dari riset partisipatif dan studi pustaka. Data dan informasi dikumpulkan  dari hasil beberapa 
kegiatan focus group discussion dan workshop pada penyusunan masterplan technopark. Kerjasama multipihak 
pada kawasan technopark membentuk nilai keterkaitan, nilai percepatan, dan valuasi inovasi melalui clustering 
dan critical mass dari para aktor peneliti, akademisi, dan perusahaan.Temuan, inovasi, dan iptek yang berasal 

dari perguruan tinggi maupun lembaga riset bersinergi dengan sediaan rantai nilai (value chain) dan rantai pasok 
(supply chain) dari dunia usaha. Kerjasama ini membangun jejaring dan kohesivitas antar multipihak yang tinggi, 
sehingga meningkatkan efektivitas rantai nilai dan efisiensi rantai pasokan komodit as unggulan daerah, serta 
perolehan economic return yang memadai.  
 
Kata Kunci :cooperation, technopark, technopolis 
 

 
PENDAHULUAN 
 

Technopark dan science park di beberapa kabupaten/kota di setiap provinsi  Indonesia menjadi salah 
satu bagian kebijakan pembangunan Indonesia yang tertuang pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2015-2019. Technopark ini memiliki fungsi sebagai center of excellence (kerjasama dunia usaha – 

Pemerintah – perguruan tinggi) yang akan memperkuat daya saing industri sesuai dengan potensinya. Selain 
menjadi motor penggerak pengembangan wilayah, kawasan technopark diharapkan mampu menjadi pusat dan 
pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya serta memiliki daya saing di dalam dan luar negeri. 
Pengembangan produk unggulan kompetitif yang diikuti oleh dukungan kapabilitas sumber daya manusia,  
ketersediaan riset dan teknologi, informasi menjadi instrumen kunci mewujudkan technopark. Pertanyaannya 
adalah sejauhmana proses penyiapan technopark dan peran para pemangku kepentingan dalam 
merancangbangun technopark hingga menciptakan integrasi industri dan munculnya pusat pertumbuhan 
kawasan.  
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Rencana pengembangan technopark secara inherent diharapkan mampu mendorong penguatan 

kawasan berbasis teknologi dan pengembangan produk unggulan daerah, sehingga keberadaan technopark 
terintegrasi secara spasial, sosial ekonomi, dan sosial budaya dari kepentingan lokal dengan konteks 
global.Sinergi kepentingan pengembangan wilayah dengan sistem inovasi wilayah dan pengembangan sektoral 
menjadi satu kesatuan dalam pengembangan technopark menuju technopolis.  Dengan demikian pertanyaan 
mendasar adalah bagaimana dapat  terwujud. Tulisan ini mencoba membahas dinamika yang muncul dari 
rencana pengembangan technopark di Indonesia, yang dielaborasi berdasarkan participatory reseach dan studi 
literatur dari pengalaman technopark dan technopolis.  

Dalam terminologi umum, technopark merupakan sebuah kawasan yang dikelola secara professional 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penciptaan dan peningkatan ekosistem yang 
mendukung inovasi untuk peningkatan daya saing dari industri-industri dan institusi-institusi yang berada 
naungannya. Keberadaan technopark bertujuan untuk merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan 
teknologi di universitas, lembaga litbang, dan industri yang berada di lingkungannya; memfasilitasi penciptaan 
dan pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses spinoff, dan menyediakan 
layanan peningkatan nilai tambah lainnya, melalui penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas tinggi pendukung.  

Pengembangan technopark  terdiri dari tiga pilar utama yaitu: inovator, kepakaran teknologi, dan temuan 
baru (Best Practices). Ketiga komponen input tersebut selanjutnya berinteraksi dalam suatu proses atau aktivitas 
di technopark  baik dalam proses secara serial (sequential) maupun hanya proses tunggal, sehingga 
menghasilkan berbagai bentuk output antara lain: usaha kecil yang dilayani, teknologi baru yang 
didisseminasikan, hingga wirausaha baru berbasis inovasi yang diluluskan. Secara konseptual, technopark dapat 
merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan teknologi di universitas, lembaga litbang, dan industri yang 
berada di lingkungannya, maka keberadaan Techno Park diharapkan dapat memfasilitasi penciptaan dan 
pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya. Secar a 
praktis, technopark  melakukan  inkubasi bisnis dan proses spin off,  serta penyediaan ruang dan fasilitas 
berkualitas tinggi yang mendukung fungsi technopark sebagai lembaga inovasi wIlayah.  

Pengembangan teknologi tetap memerlukan peran pemerintah untuk mendukung universitas 
mengembangkan UKM berbasis teknologi tinggi, jaringan riset, dan komersialisasi temuan/hasil riset. Dengan 
kata lain dukungan inovasi  membutuhkan dan menempatkan pemerintah sebagai penggerak utamanya [1]. 

Faktor kunci keberhasilan universitas dalam mengembangkan technopolis adalah mampu menarik investasi dari 
luar dan mengintegrasikannya dengan ekonomi lokal [2]. Selain itu, technopolis harus mampu melibatkan 
investor dari luar dalam pendidikan dan penelitian, kebijakan investasi yang berorientasi implementatif.  
Menyatakan dalam mode produksi pengetahuan yang menyelesaikan masalah dalam konteks aplikasi, 
transdisipliner, heterogen, heterarchial, dan penjaminan kualitas lebih pada akuntabilitas sosial [3].  

Reid etal [4], menyatakan bahwa keefektifan aliran penggunaan hasil temuan/teknologi kepada 
penggunanya terutama para pemuda, sangat ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi dan 
memanifestasikan temuan melalui proses mentoring dan ambasador penyajiannya dalam suatu pendidikan dan 
pelatihan.Hasil adopsi akan mempengaruhi jumlah sain yang dapat dipilih dan menentukan tingkat karitas yang 
dicapai oleh pengguna teknologi itu. Sedikitnya terdapat 6 indikasi faktor kunci yang dapat ditawarkan dari 
keberadaan suatu technopolis, yaitu ekosistem nilai industri dan pembangunan, insentif fiskal, layanan, bangkitan 
baru dari universitas, jaminan kualitas, bangunan fisik bagi para pakar.Kategori keberhasilan dari technopark-
technopolis dapat dinilai dari  kualitas riset, cakupan sosial ekonomi yang dipengaruhinya, serta keberlanjutannya 
dapat dilihat dari kombinasi riset, inovasi, dan masyarakat dengan hasil, indikator sistemik, dan keluaran/dampak 
[5]. Lebih spesifik, Stupar [6]. menyatakan bahwa technopolis adalah kota teknologi, kota untuk teknologi, kota 
oleh teknologi, kota dalam teknologi, kota melalui teknologi, dan kota fitur teknologi.  Hal sejalan dengan 
pemikiran bahwa technopolis adalah kota cerdas. 

Secara konseptual technopark merupakan wadah untuk mengkoneksikan dan menggabungkan 
kepentingan dunia industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pusat pendidikan dan pelatihan, 
kewirausahaan, perbankan, pemerintah daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan 
teknologi lebih efisien dan cepat. Pergeseran fenomena technopark menuju technopolis menjadi titik kritis, 
manakala pengembangan technopark berimbas pada pengembangan wilayah yang membentuk kawasan 
perkotaan baru, sehingga kawasan technopark memobilisasi struktur perdesaan menuju perkotaan.  

Pengembangan technopark berkonsekuensi pada sinkronisasi pengembangan wilayah yang terintegrasi 
dengan pembentukan kawasan perkotaan baru, sehingga kawasan technopark bergerak menjadi struktur 
kawasan perkotaan  baru. Pertanyaan mendasarnya yaitu bagaimana proses transformasi technopark dan atau 
technopolis harus dipersiapkan dan bagaimana rencana keduanya dapat sejalan dalam implementasinya yang 

berkelanjutan. Integrasi strategi manajemen inovasi dan penyusunan masterplan technopark-technopolis menjadi 
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sangat krusial. Artikel ini mencoba mengungkap upaya merumuskan masterplan technopark menuju technopolis 

yang mensinergikan kepentingan keduanya.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Berdasarkan pendekatan riset participatif dan  studi dokumentasi, tulisan ini disusun.  KeIkutsertaan 

secara aktif dalam rancangan, pembahasan master plan technopark menjadi alat penggalian data dan informasi.  
Data dan informasi dikumpulkan  dari interview dan hasil beberapa kegiatan focus group discussion dan 
workshop pada penyusunan masterplan technopark.  Studi pustaka juga dilakukan terhadap  dokumen 
perencanaan dan publikasi beberapa technopark, yaitu Lampung Tengah, Sragen, dan Solo.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam konteks praktek, kegunaan temuan pada technopark bagi pengguna (binaan) di India berupa 

hemat energi, perluasan dan kehandalan, mudah dalam penggunaan  dan pemeliharaan, kendali tunggal  bagi 
kesatuan sistem. Sementara itu, Korea melakukan pengembangan technopolis melalui penyediaan jaringan 
transportasi yang nyaman, relokasi lembaga, sumber daya manusia berpendidikan tinggi, konvergensi teknologi, 
pengembangan utilitas (energi, air, komunikasi, pengolahan limbah), dan tersedianya dukungan fasilitas. 
Berdasar pada praktek ini, maka penyusunan masterplan technopark selayaknya memiliki kekhasan, terukur, dan 
berorientasi pada tujuan yang memberikan manfaat dan capaian bagi para pelaku yang terlibat maupun  
pengguna dalam pengembangan technopark dan technopolis. 

Penyusunan masterplan dibutuhkan bagi multi pihak sebagai acuan pembangunan dan pengelolaannya. 
Walaupun penyusunan masterplan technopark di Indonesia berada dalam kewenangan lembaga riset, namun 
dalam substansi rumusannya melibatkan secara aktif peran pemerintah daerah, pemerintah provinsi, akademisi, 
dan dunia usaha.Secara praktek, proporsi peran pemerintah masih lebih dominan dibandingkan pihak 
lainnya.Terutama lembaga riset milik pemerintah dan pemerintah daerah. Ketika substansi masterplan mendapat 
sinyal tertentu dan respon positif dari pemerintah kabupaten, maka lembaga riset cenderung lebih menyetujuinya. 
Salah satu aspek pentingnya adalah mengingat bahwa lahan yang dialokasikan untuk technopark nantinya akan 

diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah membangun kawasan 
technopark dan mengelolanya secara profesional.  

Selain faktor ketersediaan lahan dan keberlanjutan anggaran pembangunan tecknopark, maka demi 
pengembangan dan dampak technopark di suatu wilayah perlu memperhatikan kelayakannya.Penilaian 
kelayakan pengembangan technopark dimaksudkan untuk melihat kemungkinan peluang dan tantangan 
keberadaan technopark dalam pengembangan iptek, kelembagaan, dan lingkungan dengan memperhatikan 
prinsip efektivitas, survival, dan produktivitas. Penilaian kelayakan dari pengembangan technopark dapat dilihat 
dari beberapa indicator utama, yaitu keberadaan universitas pada lokasi technopark, k apasitas iptek perguruan 
tinggi dan kapabilitas hasil risetnya, perangkat organisasi,  perangkat riset dan pengembangan teknologi, 
perangkat pusat inovasi. Indikator  lainnya berupa ketersediaan dan kememadaian lahan, tingkat dukungan 
aksesibilitas, tingkat dukungan program pemerintah daerah, tingkat dukungan program pemerintah pusat, tingkat 
dukungan kebijakan komoditas, keterkaitan rantai nilai komoditas dan produk, keterkaitan rantai pasok komoditas 
dan produk, keberadaan industri hulu, industri hilir, ketersediaan infrastruktur sebagai pelancar. Sementara 
indikator kesesuaian struktur dan pola ruang kawasan technopark dengan pola ruang wilayah, tingkat dukungan 
terhadap usaha skala kecil dan menengah, keberadaan keuangan dan permodalan, pengembangan sumber 
daya manusia, pemasaran dan promosi, serta pola kemitraan yang dibentuk menjadi penghela.  

 
Selain faktor kelayakannya, proses penyusunan masterplan technopark juga  dapat diukur  dari tingkat 

komitmen dan inklusivitas para pemangku kepentingan yang terlibat, yaitu: 
 

1. Kehadiran , yang dapat dilihat dari tingkat kehadiran, siapa yang hadir, konsistensi kehadiran aktor yang 
hadir, keikutsertaaan secara aktif dalam pembahasan substansi dan prosedural masterplan technopark, 
keterwakilannya dalam pengambilan keputusan substansi tentang technopark, berbagi sediaan inform asi 
yang holistik bagi technopark, pendekatan optimasi sumberdaya dan informasi bagi perwujudan technopark.  

2. Ikut andil dalam mengevaluasi kriteria technopark yang akan dikembangkan.  Evaluasi ini menyangkut 
kewajaran dan kelayakan yang berisi akomodasi kepntingan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, 
lembaga penelitian, akademisi, dan masyarakat pengguna.  Selain itu juga menilai kesesuaian lokasi, nilai 

lahan, manfaat kawasan, serta fungsionalisasi keberadaan technpark.  
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3. Penilaian kemanfaatan dan program pelaksanaan pembangunan kawasan dan bangunan technopark, 

mendorong sinkronisasi rencana pembangunan infratsruktur fisik maupuninvestasi technopark yang 
bersinergi antara kepentingan technopark, pengembangan daerah, dan pengembangan iptek.  
 

Technopark sebagai sumber inovasi diharapkan dapat menyatu dengan kepentingan masyarakat 
sekitarnya, sehingga keberadaan technopark berperan tidak hanya sebatas lembaga atau menjadi menara 
gading bagi wilayah sekitar atau daerah, tetapi juga memberi dampak positif  dan multiplier effect bagi intra dan 
inter kawasan. Technopark dapat dilihat dari peran , fungsi, hasil, dan dampak technopark dalam mengungkit 
nilai sosial ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat lokal.  Upaya ini didekati dengan mengakomodasi  
penyediaan akses teknologi dari dan bagi masyarakat lokal, akses penggunaan teknologi tepat guna, 
kebersamaan, dan kemengertian dari teknologi yang dikembangkan, serta memperkecil kesenjangan tingkat 
pengetahuan antara masyarakat sekitar dengan kegiatan technopark. Technopark tinggal bersama masyarakat, 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan berbicara dengan masyarakat, 
sehingga teknologi yang dihasilkan technopark juga dapat dirasakan (well inform) dan diimplementasikan (well 
accepted) bagi masyarakat. Pembangunan technopark di daerah bermakna bahwa daerah mendapat dukungan 
teknologi dan berkembangnya wilayah dari keberadaan kawasan technopark.Dukungan teknologi bagi daerah 
berupa adopsi teknologi untuk menambah mata pencaharian masyarakat lokal, sehingga memperolah 
pendapatan dan atau nilai tambah lebih dari kegiatan technopark.  Disamping itu, dukungan teknologi berarti 
mendekatkan teknologi  dengan struktur sosial masyarakat yang cenderung terpinggirkan atau kurang melek 
teknologi, sehingga hal ini dapat rejai perubahan sosial ke arah yang lebih merata.  Pembangunan technopark 
memiliki dampak bagi daerah, yaitu teknologi dapat meningkatkan daya saing bagi daerah.Teknologi yang 
dihasilkan oleh technopark dapat dimanfaatkan secara luas sesuai dengan kondisi daerah maupun market 
driven. 

Penyusunan masterplan technopark juga berkait dengan praktek transparansi antar multipihak yang 
berkepentingan dengan pengembangan technopark di daerah.  Proses penyusunan masterplan technopark 
mencakup terjaminnya tindakan yang telah dirumuskan, kesepakatan yang telah dibuat,  berdasarkan komitmen, 
tanggung jawab, verifikasi, dan akuntabilitas dari berbagai rencana, pola, dan persepsi terhadap pengembangan 
technopark.  Adapun cakupan penyusunan masterplan berisi komponen :standard operating procedure yang 

jelas, evaluasi dan pengendalian, investigasi, review, dan dokumentasi dalam lingkup spasial maupun non 
spasial.  Substansi masterplan technopark juga menyangkut ukuran manfaat technopark berupa nilai tambah 
produk, hilirisasi produk, dan differensiasi produksi yang berkait dengan  beberapa komoditas unggulan.  
Misalnya keterkaitan dan sistem pertanian yang terintegrasi antara ubi kayu, peternakan, padi, dan kopi di 
Lampung Tengah; pendidikan dan pelatihan perbengkelan automotif di Sragen atau manufaktur di Solo; 
pengembangan infrastruktur telekomunikasi (ICT) di DKI Bandung dan Jakarta;, serta agro-techno di Sumatera 
Selatan. 

Mengacu pada pendapat Arnold and Giarracca [3], terdapat beberapa kombinasi pilihan tipe 
pengelolaan dan pengembangan technopark yang mungkin dilakukan di Indonesia baik dari unsur pemerintah, 
pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi. Aktor dominan yang mengusung usulan technopark berkonsekuensi 
untuk mengaktivasi pengelolaan dan pengembangan technopark. Tipe terpilih dari pengelolaan dan 
pengembangan technopark akan menentukan besaran anggaran, tingkat keefektifan capaian dari berbagai 
aktivitas technopark, termasuk hubungan hulu-hilir, hilirisasi produk, pengembangan ICT, pengembangan  smart 
town/city)[7] [8], maupun keberlanjutan technopark.  

 
Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan technopark di daerah,  diantaranya 

melputi : 
1. Kesenjangan posisi strategis dan visi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari su atu 

technopark,  
2. Terbatasnya pendanaan publik terhadap pengembangan technopark, 
3. Terbatasnya pengalaman mengelola aset technopark dan keuangan pengembangan kawasan 

technopark,  
4. Sinergi dari saling berbagi dalam mengartikulasikan kepentingan daerah dan pusat, sulitnya 

mengimplementasikan technopark antara kepentingan prioritas daerah, nasional, dan global,  
5. Kebutuhan dukungan dana pengembangan technopark memerlukan kejelasan aturan termasuk 

kedudukan swasta/dunia usaha dalam kegiatan operasional technopark.   
6. Distorsi pemahaman dan kebijakan mengenai peran aktor dalam pengembangan technopark 

sebagai sebuah kawasan industri/ekonomi,  
7. Kesulitan dukungan dari pimpinan akademik pihak universitas dalam mengimplementasikan 
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program pengembangan technopark dan technopolis secara simultan.    

 
Pergeseran dari Technopark ke Technopolis 
 

Pengembangan technopark yang berbasis kepada pengembangan prasarana, inkubator, 
pengembangan klaster industri, dan manajemen inovasi tidaklah cukup memadai dalam mendukung 
keberlanjutan pengembangan sistem inovasi wilayah melalui technopark.  Hal ini ternyata berkait erat dengan 
pengembangan wilayah secara internal dan eksternal.   

Pengaruh keberadaan technopark juga menyangkut keterjangkauan akses dari dan menuju lokasi 
technopark dalam lingkup antar wilayah, nasional, dan global. Kondisi-kondisi kebutuhan manajemen inovasi 
pada tingkat daerah, provinsi, dan nasional dari pengembangan technopark berujung pada dibutuhkannya 
integrasi  manajemen inovasi secara komprehensif antar sektor industri dan antar wilayah.  Keberadaan 
technopark memicu perkembangan kegiatan industri, pengembangan ekonomi lokal, keterkaitan dengan pasar 
global, dan manajemen inovasi di dalam technopark itu sendiri. Dalam kurun waktu jangka panjang, 
pengembangan technopark berdampak pada perkembangan dinamika intra wilayah dan inter wilayah, sehingga 
masterplan technopark juga mengalami pergeseran.   

Masterplan technopark bergeser dari berorientasi lokal menjadi nasional, dari berorientasi komoditas 
unggulan daerah menjadi klaster industri, serta dari berorientasi sistem inovasi wilayah menuju integrasi inovasi 
nasional bahkan internasional.  Pergeseran ini berkonsekuensi  pada strategi, para aktor (lokal, provinsi, pusat), 
dan perilaku terhadap upaya pengembangan technopark menuju technopolis. Sedikitnya terdapat tiga peran dari 
technopark, yaitu technopark berperan menjadi agen pembangunan sosial ekonomi , agen transfer ilmu dan 
teknologi, dan motor penggerak penyedia ipteks. Peran-peran technopark ini berdampak pada penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas, mendukung tarik-dorong investasi. 
Kemanfaatan technopark  menjadi resultansi dari proses transformasi ipteks, transformasi budaya, dan 
transformasi  bisnis dari operasionalisasi technopark. Transformasi ini meliputi proses  sediaan teknologi yang 
dihasilkan, kepedulian  terhadap lingkungan, dan pembelajaran sosial dari tindak komunikatif internal maupun 
eksternal, termasuk proses inisiasi pengabdian kepada dan bersama masyarakat dari universitas.  

Keberadaan technopark berdampak pada penyebaran hasil inovasi technopark  dan pengem bangan 

kapasitas lokal bagi masyarakat lokal dan UKM sekitar kawasan technopark, sehingga koefisien daya sebar 
menjadi tolok ukur hasil dan keluaran keberadaan technopark terhadap kawasannya dan wilayah jangkauannya. 
Kampus dengan technopar membentuk inter-relasi yang masif dalam proses transfer teknologi, interaksi program 
layanan, pengembangan teknologi tepat guna, perjanjian kerjasama, maupun layanan bisnis terhadap UKM, para 
petani, koperasi atau kelompok sasaran tertentu.  Inter0realsi ini menghasilkan inovasi yang dapat diterima oleh 
para pengguna produk sebagai suatu kesempatan pasar,  hingga interaksi kampus dengan technopark 
berkontribusi pada peningkatan produktivitas,  efisiensi, dan  daya saing ekonomi bagi kawasan.  

Secara normatif, kinerja lembaga dan perilaku aktor di technopark diharapkan mampu menciptakan 
kesempatan pasar, memobilisasi sumber daya manusia, dan mendekatkan produk yang dihasilkan technopark 
kepada konsumen/pengguna. Fasilitas sediaan-layanan ipteks dan infrastruktur yang ada di technopark  
mendekatkan produk dengan pasar yang menawarkan berbagai variasi  inovasi dan pelayanan yang bernilai 
tambah, sehingga praktek bisnis menjadi layak dan efisien dengan dukungan pengembangan manajemen yang 
handal, Kondisi ini memunculkan wirausaha baru (business start-up) mampu  mengembangkan kemandirian, self 
reliant, tidak hanya bergantung pada induk semang peneliti/pelaku di technopark, tetapi juga berinteraksi secara 
resiproksikal.  

Jalinan konektivitas antara teknologi dengan fungsi pendidikan tinggi, implementasi teknologi terapan, 
dan kerjasama yang padu antar kontributor teknologi dan bisnis (pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, 
dunia usaha) di technopark  akan meningkatkan kapasitas lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam 
penerapan dan kesiapan penyerapan teknologi. Inkubasi bisnis dan teknologi menjadi media intermediasi 
transformasi teknologi, bisnis, dan budaya antar pemerintah, industri, masyarakat, dan universitas, sehingga 
terjadi konvergensi saling keterkaitan multipihak, quadruple helix. 

Dari sisi birokrasi, pemerintah daerah berperan mengembangkan lingkungan  dan menyediakan 
infrastruktur yang memadai, kerangka kebijakan, dan mengkatalisasi  proses kerjasama antar swasta, UKM, 
perbankan, lembaga keuangan, industri pada kawasan technopark.  Disamping itu, pemerintah daerah juga 
dapat menjadi akselerator technopark melalui kelembagaan pengelolaan yang didukung oleh regulasi (peraturan 
daerah) berupa Badan Layanan Umum Daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis yang memfasilitasi duku ngan 
dana bantuan awal sebagai dana awal, dana pemantik kegiatan R & D. Lembaga ini mengoptimalkan layanan 

publik bagi berbagai kegiatan transfer teknologi, transformasi bisnis, dan transformasi budaya akademik menuju 



Ery Supriyadi Rustidja  dan Tuti  Karyani          

646   ISBN : 978-602-73463-1-4 
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota 

wirausaha mandiri yang mampu mengakses teknologi dan produk yang dihasilkan technopark, melalui terobosan 

aksi komunikasi antar pelaku industri dengan technopark.   
 
Peran Pemda juga sangat penting dalam memastikan bahwa  tersedia keterjaminan kegiatan 

industrialisasi produk, pengembangan inovasi berbasis produk lokal, pengembangan teknologi tepat guna, 
kesiapan teknologi, jaringan pasar global, dan nilai tambah produk, maupun kemanfaatan seluruh rangkaian 
kegiatan di dalam kawasan maupun luar kawasan technopark. Aliansi strategis antara kampus dengan kegiatan 
technopark mensinergikan kohesivitas antara inkubator berbasis teknologi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, 
dengan pemerintah daerah dan industri pada tingkat kawasan dan wilayah. Aliansi strategis ini menjadi embrio 
bagi kemitraan yang setara antar multipihak yang berkelanjutan, konstruktif, dan proaktif guna merespon peluang 
pasar dan mengantisipasi kebutuhan industri yang berorientasi global. Kondisi ini yang menempatkan technopark 
bergerak menuju  technopolis, membangun kota  teknopolitan, dampak keberadaan technopark menjangkau 
kawasan dan wilayah lainnya yang berinteraksi dengan technopark.  

 
Pembelajaran Masterplan Technopark Lampung  
 

Sebagai contoh pengembangan technopark Lampung Tengah, secara internal mendorong keberadaan 
technopark menyediakan infrastruktur wilayah di dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, 
secara eksternal keberadaan infrastruktur technopark berdampak terhadap perkembangan wilayah, keterkaitan 
pasar input maupun output dari produk yang dihasilkan technopark, sehingga pengembangan technopark secara 
internal dan eksternal memerlukan ketersediaan dan kememadaian infrastruktur jalan, air, listrik, dan 
telekomunikasi dalam skala kawasan maupun wilayah.  

Pengembangan technopark di Lampung Tengah, Sumatera ini berujung  pada dibutuhkannya integrasi 
rencana sektor (pertanian, industri, perdagangan, teknologi, infrastruktur, energi, perumahan) dengan rencana 
wilayah (perdesaan dan perkotaan). Pengembangan technopark berkonsekuensi pula pada kemungkinan  
perubahan rencana ruang pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.  Keberadaan dan fungsionalisasi 
technopark dalam jangka panjang diduga akan membentuk kawasan baru, kawasan yang terdorong menjadi 
pusat pengembangan lokal sekaligus jaringan usaha terkoneksi dengan nasional dan internasional.   

 
Analisis kelayakan rencana pengembangan technopark Lampung Tengah ditekankan pada [9]: 
 

1) Pengembangan produk-produk utama hasil pengolahan pati ubi kayu berupa: pregelatinized 
starch, cassava flakes, glucose syrup, dan dextrin, bahan intermediate bagi keperluan industri 
makanan, farmasi, kertas, dan lem. 

2) Produk-produk inovatif sebagai hasil pengolahan limbah baik padat maupun cair yaitu:  
 pupuk hayati dan biofungisida yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas budidaya pertanian 

tanaman pangan dan perkebunan,  
 pakan ternak untuk mendukung usaha pembibitan dan penggemukan sapi potong.  
 energi berupa biofuel (ethanol), tenaga listrik dan panas 

3) Penerimaan pajak dari sektor ekonomi lokal berkait produk-produk inovatif komoditas unggulan 
daerah berupa berbagai potensi pajak, pajak tidak langsung netto, dan proporsi pajak terhadap 
nilai input/output sektor 

4) Pendapatan dari pengembangan usaha pada kawasan technopark dan wilayah pengembangan 
industri berupa industri pengolahan pati ubikayu, industri pupuk hayati,industri biofungisida, industri 
pakan ternak sapi potong, budidaya tanaman ubi kayu, budidaya tanaman padi organik, budidaya 
bibit sapi potong dan sapi dewasa 

5) Fiskal pengembangan technopark berupa pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan 
menuju (origin-destinasi) wilayah, penilaian investasi infrastruktur dalam rentang waktu 20 (dua 
puluh) tahun, biaya modal,sumber pendanaan pembangunan, biaya operasional lembaga layanan 
dan pemeliharaan aset, serta biaya umum. 

6) Kelayakan Finansial Technopark berupa parameter Benefit Cost Ratio lebih dari satu, Net Present 
Value positif dan cukup besar, tingkat pengembalian investasi yang layak ( Internal Rate of Return  
dan Discount factor), dan payback periode (pengembalian modal yang cukup singkat) dari seluruh 
investasi pengembangan technopark.  
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Hasil analisis dari pengembangan technopark Lampung dapat membangun format wilayah baru yang 

menekankan aksesibilitas dan mobilitas kegiatan ekonomi di intra daerah, antar daerah, antar wilayah dalam 
lingkup konektivitas transaksi produk yang dihasilkan technopark dengan berbagai turunannya, disertai dengan 
multiplier effect terhadap lingkungan yang semakin terbangun dari keberadaan technopark.  

Salah satu dampak keberadaan technopark berupa berkembangnya kawasan perkotaan di sekitar 
technopark, yang semula berkarakter perdesaan dengan basis pertanian bertransformasi menjadi non pertanian, 
perdagangan, komersial, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian, masterplan technopark  bergeser menjadi 
masterplan technopolis. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Keberadaan suatu technopark dirancang sebagai sumber inovasi, juga berfungsi sebagai tempat 
menghasilkan tenaga terampil yang dilatih dan bekerja sama dengan industri.  Technopark melakukan pelatihan 
secara periodik mengenai perkembangan teknologi dan sekaligus menyiapkan tenaga terampil yang mengikuti 
perkembangan terbaru mengenai teknologi  mutahir.  Kondisi berhubungan erat dengan usaha inti tenant dan 
atau masyarakat lokal dimana technopark berada. 

Citra kawasan, nilai tambah kegiatan, sinkronisasi infrastruktur, dan nilai tambah ekonomi kawasan 
menjadi komponen dalam penetapan kawasan prioritas technopark. Citra kawasan technopark meliputi kondisi 
kawasan technopark sebagai destinasi, fasilitas permukiman yang menunjang kegiatan technopark, dan variasi 
kegiatan di kawasan technopark bagi masyarakat (lokal, penghuni technopark, dan pendatang). Aksesibilitas dan 
amenitas dari dan menuju kawasan technopark akan menentukan besaran nilai tambah kawasan technopark 
sebagai kawasan cepat tumbuh dan pusat pengembangan wilayah.  Hal ini berkait erat dengan ketersediaan 
infrastruktur yang memadai dan sinkron antar kepentingan pengembangan daerah, pengembangan ekonomi, 
pengembangan sektor, terutama dalam sediaan air baku, air bersih, jalan, perumahan, drainase, air limbah, 
penanganan sampah, maupun penyediaan energi yang mendukung kegiatan technopark dan kawasan 
sekitarnya. 

Keberadaan, manfaat, dan dampak kegiatan technopark, diikuti dengan kememadaian sediaan 
infrastruktur kawasan bermuara pada kebutuhan pengembangan technopolis. Kegiatan technopark dan 
pengembangan kawasannya memunculkan kebutuhan interaksi antar multipihak yang bersifat inklusif, sehingga 
masterplan technopark harusmemperhatikan pengembangan kawasan technopark dalam konteks technopolis, 
kota berbasis teknologi.  Integrasi dan sinkronisasi antara pengembangan technopark sebagai  sumber inovasi 
dengan pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya menjadi satu kesatuan kepentingan. Keberadaan 
technopark berdampak terhadap ekonomi lokal menjadi komitmen bersama antar multipihak maupun antar 
multisektoral.  

Komitmen dan konsistensi masterplan technopark dengan technopolis menjadi  rancangbangun wilayah 
yang saling bersinergi dan memiliki keterkaitan fungsional dalam pengembangan inovasi wilayah maupun 
pengembangan infrastruktur wilayah. Proses interaksi multipihak dalam penyusunan masterplan technopark, 
berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Inklusivitas multipihak bersifat absolut guna menetapkan subtansi technopark yang akan dikembangkan pada 
suatu kawasan technopark dengan prinsip kemanfaatan dan keefektifan dari kegiatan internal technopark 
maupun fungsi kawasan pusat pertumbuhan wilayah.  

2. Pergeseran arah rencana pengembangan technopark menuju technopolis disesuaikan dengan kebutuhan 
daerah, wilayah pengembangan strategis (WPS), kecenderungan perubahan maupun dinamika sistem 
inovasi wilayah dan ekonomi lokal. 

3. Rencana technopark mengakomodasi kepentingan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, 
lembaga riset, universitas, dunia usaha, danmasyarakat. 
 

Kolaborasi multipihak sebagai roda technopolis menurut Smilor [10], dapat menciptakan kreasi nilai dan 
sistem inovasi pada pengembangan technopark.  nilai ke terkaitan, nilai percepatan, dan valuasi inovasi.  
Kolaborasi multipihak akan mampu mensinergikan temuan dan inovasi dengan sediaan rantai nilai (value chain) 
dan rantai pasok (supply chain).  Kerjasama seperti ini membangun jejaring dan kohesivitas multipihak yang 
tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas rantai nilai dan efisiensi rantai pasokan komoditas unggulan daerah, 
serta perolehan economic return yang memadai. 
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